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TENTANG

SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pemerintah
Kota Bima;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang cipta kerja | Lembaran Negara
Republik ndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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10.

3

12.

13.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran MNegara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata
cara  Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan
penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga herja
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4701};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ([Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor
88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bima Nomor 9@ Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2018 Nomor 2035);

Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita

Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 303);



Menetapkan !

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM [INFORMASI
KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah  adalah kepala daemah  schaga

unsur penyelenggara Pemerntahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Bima.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kena Kota Bima.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Sigstemn adalah sekelompok komponen dan elemen yang

digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

Informasi adalah keterangan, pernyvataan, gagasan, dan tanda

vang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta

maupun penjelasannya yvang disajikan dalam berbagai bentuk
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

8., Data adalah keterangan vang benar dan nyata vang dapat
memberikan gambaran tentang keadaan tertentu,

9. Data ketenagakerjigan adalah segala hal vang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
masa kerja.

10. Data perusahaan adalah segala hal vang berhubungan dengan
perusahaan vang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
perusahaan tutup.

11.Perangkat keras (hardware] adalah seluruh peralatan yang
diperlukan untuk mengoperasionalkan suatu sistem komputer.

12. Perangkat lunak (software] adalah program aplikasi komputer
vang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan
komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.

13 . Sigtem informasi adalah sekumpulan perangkat keras
(hardware), perangkat lunak [software), sumber dayva manusia
(brainware), prosedur, dan/atau aturan vang diorganisasikan
secera terintegrast untuk mengolah data menjadi mmformas
vang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan
keputusan,

14, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Bima vang
selanjutnya disingkat SISNAKER adalah sistern informasi vang
berbasis komputer vang menghasilkan, menyimpan, mengelola,
mengirim, dan/atau menerima data dan informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan secara online yvang akurat,
berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan
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manajemen ketenagakerjaan dan perusahaan.

15 Aparatur Sipil Negara yvang selanjutnya disebut ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

16, Pejabat Pembina SISNAKER adalah Walikota Bima,

17.Pejabat pengelola SISNAKER adalah Sekretaris Daerah Kota
Bima vang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data
dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan.

18.Pejabat pengelola ketenagakerjaan adalah pejabat  vang
menangani urusan ketenagakerjaan pada unit kerja setara
Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama dan Pejabat Admimstrator di
Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

19, Operator SISNAKER adalah pelaksana vang ditunjuk
membantu pejabat pengelola SISNAKER dan pejabat pengelola
ketenagakerjaan dalam pengelolaan SISNAKER.

20, Tenaga kerja adalah setiap orang vang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.

21.Pengusaha adalah:

a, orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
vang menjalankan suatu perusahaan malik sendiri

b. orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
vang secara berdir sendiri menjalankan suatu perusahaan
miliknya

c. orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
vang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia

22.Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik
badan hukum, baik milik swasta maupun milik MNegara
vang memperkerjakan pekerja/burubh dengan membayvar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain vang mempunvai
pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

23.Pengguna jasa adalah instansi pemerintah atau badan usaha

berbentuk badan hukum, perusahaan dan perseorangan di

dalam atau di luar negeri vang bertanggungjawab

memperkerjiakan tenaga kerja.



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan
sistemn  pelaporan dan informasi  ketenagakerjaan baik  dari
perusahaan, tenaga kerja, maupun masyarakat,

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

1.
2.

3.

(1)

(2}

(1]

(2]

memperoleh data dan informasi ketenagakerjaan vang lengkap
dan akurat by name by address.

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan konektifitas
berbasis teknologi informatika.

mendapatkan data rill jumlah pengangguran, pencari kerja dan
merencanakan serta melakukan tindaklanjutnya.

BAB III
RUANG LINGEUP

Pasal 4

Ruang lingkup informasi ketenagakerjaan meliputi:

a. data ketenagakerjaan vang memuat data lengkap dan akurat by
name by address,

b. aplikasi untuk pencari kerja;

¢, aplikasi lavanan pengaduan online;

d. data dan informasi tenaga kerja dan perusahaan;

e. pengelola sisnaker,

f. mekanisme pelaksanaan sisnaker; dan

g. sarana dan prasarana.

Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh dari semua pihak terkait, baik dari instansi pemerintah,

swasta, maupun masyvarakat.

BAB IV
DATA KETENAGAKERJAAN BY NAME BY ADDRESS

Pasal 5

Data ketenagakerjaan yang menyvediakan informasi yang lengkap,
akurat dan detail by name by address, diberi nama Sistem
Informasi Ketenagakerjaan Kota Bima disingkat dengan
SINARKOBI.

Data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
MEeTrmuar;

a. data penduduk usia kerja;

h. data angkatan kerja dan bukan angkatan kerja;

¢. data penduduk bekerja dan penduduk tidak bekerja; dan

d. data tenaga kerja di perusahaan baik di dalam maupun di luar

negeri. A/ ?\/



(1)

(<)

(3]

{1

(2)

(3]

(4]

BAB V
APLIKAS] UNTUK PENCARI KERJA DAN LAYANAN PENGADUAN

ONLINE

Pasal 6

Aplikasi untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal
(4) avat (1) huruf b adalah Flash SMS dirancang dan digunakan
untuk menginformasikan tersedianyva lowongan pekerjaan bagi
pencari kerja, diberi nama “Ngupa Karawr”,

Jika ada informasi lowongan pekerjaan baik dan instansi
pemerintah maupun swasta, maka operator SISNAKER akan
mengirim Flash SMS kepada pencan kerja,

Flagh SMS memuat panduan bagi pencari kerja untuk
mengunjungi website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima di
https://naker. birmakota. go.id agar memperoleh informasi lowongan
pekerjaan dan persvaratan lengkap vang harus dilengkapi oleh
pelamar pekerjaan.

Pasal 7

Aplikasi penpaduan online sebagaimana vang dimaksud pada
pasal (4) avat (1) huruf ¢ adalah layanan lapor dan pengaduan
secara online melalui SMS dan Whaisapp vang dapat
dimanfaatkan oleh pekerja dan perusahaan untuk melaporkan
masalah vang dihadapi, khususnya perselisihan hubungan
industrial, diberi nama "Karongga”.

Laporan dan pengaduan sebagaimana yvang dimaksud pada ayat

(1] harus memuat:

a. nama lengkap;

b. alamat;

c. nomor handphone;

d. email;

¢. instansi/tempat bekerja; dan

f. =i laporan.

Laporan dan pengaduan vang diterima akan diverifikasi dan

ditindaklanjuti oleh bidang ketenagakerjaan terkait paling lambat

3 hari setelah laporan diterima.

Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara bipartit {antara pengusaha dan pekerja)
untuk mencapai mufakat. Apabila telah mencapai mufakat atau
selesai, maka dibuatkan Perjanjian Bersama (PB} oleh kedua
belah pihak.

b. Apabila tidak mencapali mufakat atau selesai, kedua belah
pihak melaporkan ke instansi yang bertanggungiawab di bidang
ketenagakerjaan [penvelesaian secara tripartit). Apabila telah
mencapal mufakat atau selesal secara tripartit, maka dibuatkan
Perjanjian Bersama (PB). Apabila tidak mencapal mufakat atau
selesai, maka dibuatkan anjuran, anjuran tersebut berlaku
selama 10 hari. Apabila terjadi kesepakatan dibuatkan
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Perjanjian Bersama (PB), dan jika tidak terjadi kesepakatan

dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1) Data ketenagakerjaan dan perusahaan adalah sebagai berikut:
a. data ketenagakerjaan meliputi:

—

17
18
19

nama tenaga kerja;

nomor Induk Kependudukan (NIK];

tempat dan tanggal lahir;
alamat;

pendidikan;

jabatan;

. nomor telepon atau HP;

nomor BPJS;
status;

. mulai bekenja;

- bekerja sampai;
. masa kerja;

. gaji pokok;

. sistem kerja;

. lokasi kerja;

. warga Negara,
. jenis kelamin;
. agama; dan

. status kawin.

b. data perusahaan meliputi:

it bl b o

10,

11

12.
13.
14.
i5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,

id perusahaan;
nama perusahaan;
permilik;
pimpinan;
komisaris;
alamat;
telepon;

tanggal pendirian;
tingkat;

status kepemilikan;
. kelembagaan;
jenis usaha;

status;

SIUFR;

SITU;

nama organisasi;
jumlah tenaga kerja;
upah minimum dan maksimum;
peraturan perusahaan;
NPWF;

SK Menteri,

visi;

misi;

akta pendinan;



25. surat izin operasional; dan
26. sistem kerja.

(2) Data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diclah
dan disajikan dalam bentuk informasi ketenagakerjaan dan
perusahaan,

(3) Informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan
terkant dengan:

sarana dan pereéncAnann;

pengendalian;

pengevaluasian;

perbaikan dan pengembangan secara  berkelanjutan dan

berkesinambungan; dan

e. strategi baru bagi dinas dalam meningkatkan hasil kreasi,

i -

BAB VIl
PENGELOLA SISNAKER

Pasal 9

(1} Pengelola SISNAKER terdiri dari:
a. pejabat pengelola;
b. administrator, dan
. operator.

(2) Operator SISNAKER sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdini
atas:
a. operator SISNAKER pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima; dan
b operator SISNAKER pada perusahaan.

Pasal 10

(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan, penghimpunan data
ketenagakerjaan dan perusahaan.

(2] Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
b bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan
pemeliharaan teknologi informasi pendukung SISNAKER.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2),
administrator dapat melibatkan programer dalam melaksanakan
pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung
SISNAKER.

(4) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢
bertugas dan bertanggungjawab dalam pengolahan data
ketenagakerjaan dan perusahaan dan/atau penvediaan informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan,

Pasal 11

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9@ ayat (1| huruf c
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul pejabat vang
menangani urusan ketenagakerjaan dan perusahaan pada Dinas
Tenaga Kerja dan perusahaan.

v A/



(2)

(3]

Persyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada Dinas Tenaga

Kerja adalah sebagai berikut:

berstatus PNS pada Dinas Tenaga Kerja:

pangkat paling rendah golongan 11 /a;

pendidikan paling rendah SLTA;

memahami  urusan  manajemen  ketenagakerjaan  dan

perusahaan; dan

e. mampu mengoperasikan komputer,

Pergyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada perusahaan

adalah sebagai berikut:

a, berstatus pekerja/buruh pada perusahaan;

b. pendidikan paling rendah SLTA;

c. memahami  urusan  manajemen  ketenagakerjaan  dan
perusahaan; dan

d. mampu mengoperasikan komputer,

L -

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Pejabat pengelola mempunyai tugas:

b,

.

menyvusun, menvempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan
standar SISNAKER;

mengelola lingkungan data dan informasi ketenagakerjaan dan
perusahaan di Pemerintah Kota Bima,

membangun, memelihara, damn mengembangkan data
ketenagakerjaan dan perusahaan dan program SISNAKER;

. menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature), asupan

(input}, dan luaran {output] dalam pengelolaan data dan informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan;

melaporkan hasil pengelolaan SISNAKER secara periodik kepada
Kepala Dinas; dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrator SISNAKER dan
operator SISNAKER.

FPaszal 13

Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan mempunyai tugas:

£l

b.

mengelola data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan di
lingkungan masing-masing perusahaan; dan

melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi ketanagakerjaan
dan perusahaan secara penodik kepada pejabat pengelola
SISNAKER melalui operator SISNARER di lingkungan masing-
masing perusahaan,

Faszal 14

Administrator mempunyai tugas mengelola dan memelihara teknologi
informasi pendukung SISNAKER,
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Pasal 15

(1) Operator pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan
penvajian data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan
di Kota Bima; dan
b. melakukan verifikasi dan  klarifikasi terhadap data
ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota Bima.
(2) Operator pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan
penvajian data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan
di ingkungan perusahaan; dan
b. melakukan werifikasi dan  klarifikasi terhadap data
ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pejabat yvang
menangani urusan ketenagakerjaan dan perusahaan pada
perusahaan.

Pasal 16

(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1)
huruf a, mempunyai wewenang:

a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SISNAKER
pada unit pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota
Bima; dan

b. melakukan  klarifikasi, verifikasi dan validasi data
ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pejabat pengelola
ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota Bima.

(2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf

b, mempunyai wewenang:

a. melakukan  klarifikasi, verifikasi dan wvalidasi data
ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pengelola SISNAKER;
dan

b. meyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan
program apliksasi SISNAKER kepada pejabat pengelola
SISNAKER,

Pasal 17

(1] Operator pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 avat (2) huruf a berwenang untuk melakukan pengecekan
data ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota Bima.

|2) Operator pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayvat (2) huruf b berwenang untuk melakukan perubahan data
ketenagakerjaan dan  perusahaan  pada  masing-masing
perusahaan.

Pasal 18

(1] Setiap pekerja dan perusahaan berhak mengetahui dan meneliti
datanya melalui SISNAKER.
(2] Setiap pekerja dan perusahaan harus:
a. memberikan data paling mutakhir kepada pejabat pengelola
ketenagakerjaan dan perusahaan di perusahaan masing-
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masing dengan melampirkan dokumen pendukung; dan

b. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis atas
permintaan pejabat pengelola ketenagakerjaan  dan
perusahaan di perusahaan masing-masing.

BAB IX
MERKANISME PELAKSANAAN SISNAKER

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan SISNAKER dilakukan dengan tahapan:
a. pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan;

b, penvimpanan dan pemuktahiran data; dan

¢, pengolahan dan penyajian data,

Pasal 20

(1) Pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan berdasarkan sumber
data tentang status pekena dan perusahaan pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa aktf.

(2) Pejabat pengelola ketenagakenjaan dan perusahaan melakukan
pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap pekerja dan perusahaan di
perusahaan masing-masing dan melampirkan  dokumen
pendukung.

(3) Dekumen pendukung sebagaimana dimaksud pada avat (2}
meliputi;

a. data tenaga kerja sebagai berikut:

1} biodata pekerja; dan

2) perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan yang
mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sebagai id.

b. profil perusahaan sebagai berikut:

1} tanda daftar perusahaan,

2} izin operasional perusahaan;

3} izin tempat usaha;

4) izin gangguan;

5] sertifikat BPJS ketenagakerjaan;

B) sertifikat BRPJS kesehatan;

7} kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;

8) surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan
pengusaha kena pajak;

9) NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan;

10) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl tentang
persetujuan/perubahan anggaran dasar perusahaan;

11) akta perusahaan;

12} laporan keuangan perusahaan; dan

13} dokumen lan yang relevan.

(4) Dalam pelaksanaan pengumpulan data ketenagakerjaan dan
perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] pejabat
pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan melakukan klarifikasi,
verifikasi, dan validasi kepada pekerja dan perusahaan apahila
diperiukan.

(5} Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan
menyampaikan data ketenagakerjaan dan perusahaan di
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lingkungan perusahaan masing-masing sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] kepada operator.

Pasal 21

Penyimpanan dan pemuktahiran data ketenagakerjaan dan
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
dilakukan oleh operator sesuai dengan kewenangannys.

Fasal 22

Pengolahan dan penyajian data ketenagakerjaan dan perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh
operator dengan menggunakan SISNAKER agar menjadi informasi

ketenagakerjaan dan perusahaan vang akurat, tepat waktu dan
relevan.

Pasal 23

(1) Informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disajikan dalam domain
https://naker.bimakota.go.id.

(2] Pekerja dan/atau pimpinan perusahaan vang membutuhkan
informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dapat mengetahui dan meneliti informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan melalul operator sesuai dengan
kewenangannya.

(3] Dalam hal terdapat perbedaan informasi ketenagakerjaan dan
perusahaan sebagaimana dimaksud pada avat [2), operator harus
melaporkan  kepada pejabat  pengelola  ketenagakerjaan dan
perusahaan.

Pasal 24

(1) Pengelolaan SISNAKER dilakukan berdasarkan standar dan
prosedur vang meliputi;

a. prosedur  sistem pengelolaan data  dan informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan Pemerintah Kota Bima; dan
b. petunjuk operasional program SISNAKER.

(2) Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan
dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
meliputi pengisian data, perekaman data, dan pemuktahiran data.

(3) Petunjuk operasional program SISNAKER sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

a. tata cara pengoperasian SISNAKER,

b. penyajian data dengan mengakses domain SISNAKER di
https:/ / naker. bimakota.go.id; dan

c. data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan/lembaga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sistem pengelolaan data
dan informasi ketenagakeraan dan perusahaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan petunjuk operasional program
SISNAKER sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas. :



BAB X
KERAHASIAAN DATA

Pasal 25

(1) Operator SISNAKER dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 bertanggungjawab atas inputan data,
keamanan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan.

(2) Data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara
lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam
maupun di luar Lingkungan Pemerintah Kota Bima tanpa izin
tenaga kerja dan perusahaan vang bersangkutan.

{3) Untuk menjapa kerahasiaan data dan informasi ketenagakerjaan
dan perusahaan, operator dilarang memberikan kata sandi/
password kepada pihak lain.

BAB X1
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan SISNAKER diperlukan sarana dan prasarana
vang menunjang operasionalisasi SISNAKER.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer,
jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan
teknologi terkait vang dapat mendukung SISNAKER.

(3] Penvediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada avat (2) merupakan tanggungjawab dan wewenang
Dinas Tenaga Kena.

(4) Aplikasi SISNAKER ditempatkan di server Dinas Tenaga Kerja Kota
Bima,

BAB XIl
PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Dalam rangka pengembangan SISNAKER, Kepala Dinas melakukan
pembinaan  terhadap pejabat pengelola SISNAKER, pejabat
pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan, administrator dan
operator,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1] meliputi kegiatan:
a. sosialisasi SISNAKER; dan
b. peningkatan kapasitas administrator dan operator.



BAB XIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

|1} Pejabat pengelola melakukan evaluasi terhadap tampilan (feature),
asupan (inpud], luaran (outpul}, dan program aplikasi.

(2) Pejabat  pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan pada
perusahaan melakukan evaluasi terhadap data dan informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan sesuai kewenangan masing-
masing.

Pasal 29

(1) Administrator dan operator secara berjenjang menyampaikan
laporan kepada pejabat pengelola SISNAKER dengan tembusan
kepada pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di
perusahaan masing-masing.

(2] Laporan secbagaimana dimaksud pada avat (1) disusun melalui
program SISNAKER dalam bentuk cetakan [hard copy),

(3] Format laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2] sesuai dengan
program aplikasi SISNAKER.

(4] Pelaporan dilakukan secara periedik 2 {dua] kali setashun setiap
minggu pada bulan Juni dan bulan Desember.

(5] Data yvang belum muktahir pada periode laporan minggu pertama
bulan Juni, setelah dimuktahirkan disampaikan pada periode
laporan bulan Desember.

() Pemanfaatan dan penggunaan laporan data ketenagakerjaan dan
perusahaan berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Segala biaya vang diperlukan dalam pelaksanaan SISNAKER

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bima dan sumber anggaran lain yvang sifatnya tidak mengikat.



BAB XV

KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 TJumi 2021

‘ WALIKOTA BIMA, 47

-

(AT

ﬁwu HAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 7 jum 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKH

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 660
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